
GUBERNUB ~PUNG 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUlfG
 
NOMOR: G/ 'J Q7. /B.II/HK/2017
 

TENTANG 

HASIL EVALUASI
 
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRlNGSEWU
 

TENTANG RETRIBUSI DAERAH
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

MeDimbang a.	 bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Pringsewu Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Pringsewu 
dan Retribusi Penyediaan danI atau Penyedotan Kakus, telah 
dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasa1325 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

b.	 bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu 
menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu 
tentang Retribusi Daerah; 

MengiDgat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Lampung; 

2.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah; 

3.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

4.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah; 

5.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

MemperhatikaD: 1.	 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 974/250/KEUDA Tanggal 
25 Januari 2017 Hal Hasil Konsultasi Atas Rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Retribusi 
Daerah. 

2.	 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 974/428/KEUDA Tanggal 
3 Februari 2017 Hal Hasil Konsultasi Atas Rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Retribusi 
Daerah. 
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MEMUTUSKAl'l: 

Menetapkan:	 KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BASIL EVALUASI 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 
TENTANG RETRIBUSI DAERAH. 

KESATU	 Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Pringsewu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Pringsewu Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian 
Menara Telekomunikasi di Kabupaten Pringsewu dan Retribusi 
Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana tercantum 
pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA	 Bupati Pringsewu bersama DPRD Kabupaten Pringsewu segera 
melakukan penyempumaan dan penyesuaian terhadap Rancangan 
Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada Diktum Kesatu. 

KETIGA	 Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah 
disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah 
tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila 
Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil 
evaluasi, akan dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

KEEMPAT	 Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya 
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubemur Lampung 
paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. 

KELIMA	 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 3 Maret 2017 

Tembusan: 
1. Menteri Dalam Negeri Rl di Jakarta; 
2. Menteri Keuangan Rl di Jakarta; 
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Pringsewu di Pringsewu. 



LAMPIRAN : KEPUTUSANGUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/97/B.IIIHK/2017 
TANGGAL : 3 MARET 2017 

EVALUASI TERHAOAP RANCANGAN PERATURAN OAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
 
TENTANG RETRIBUSI OAERAH
 

I. PERUBAHAN ATAS PERATURAN OAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENOALIAN MENARA 
TELEKOMUNIKASI 01 KABUPATEN PRINGSEWU 

No Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan 

1 2 3 

8. blFldaFl8 YFldllF18 t1slllsr 12 Ta~YFl 2Q11 18Flt8R8 PeFFlbsFlIYkaFl 

4 5 

Diktum mengingat:1. Diktum Mengingat 
PSralYFaFl P9fWAlhiiAS wAd9AS9A (bsFFlbaraFl ~ls8ara ~spYblik 

IFl8sFlssia TanYFl 2Q11 'ISlllsr i2, Tal'llbahaFl bSlllbaFaFl NS8ara 
~spYlJlik IFldsFlssia t1slllsr i234)i 

angka 8 dan 15-
dihilangkan. 

2 

I 

Satang Tubuh 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 TahYFl .Q14 tentang 
Pembentukan ProlM hukum Daerah (Berita Negara republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

1i, PIHlYFaFl QElSraR KabYPillSFl PRFl8SS"'\J NSFFlsr Q1 TaIlYFl .Q1Q 
t9R1itAg YRJ&9R P&A-lORRiilt:1aR Ka~wp9tQA I2AABS9YJW (~a~bar.aA 

Qas~h KEllJwpillsA I4iFlgSSWY TanYFl21l1Q NSFFlsrQ1)i 

1. Ketentuan Pasal7 diubah. sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal7 

TiFlgkill pSFlggYFlaaFl ja&a di~itYF1!! bS~i&8FkaFlIF9kYSASi p8Flg8FldaliElFl 
~aA p8Rga:'#Q89A AlIeRa.. Y8Rg dijaliHkiIA &98agai sasar i119ka&i bebaR 
Iili~):iiI yElFl!! dililFlg8YAg sish PsmsRFllllh Qas~h dalalll nEIl 
jjSAylllsFl8garaaFl j811El yaAg bSlliaFlgllYl8A 8Alllra laiFl IJsFllpa jYlllla~ 

kwAjwA§liJn aalam ...Allta pgAtleAs.liaR €laA PQA8iiM"IISi'A 

14. Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

2. Ketentuan Pasal 7 dlubah. sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal7 

(1) Tingkat penggunaan jasa dlukur berdasarkan jumlah kunjungan 
dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara 
telekomunikasi selama 1(satu) tahun. 

(2) Jumlah kLrljungan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) 
ditelapkan sebanyak 2(dua) kall dalarn 1 (salu) tahun. 

- Angka 14 disempumakan. 

Sesuai hasil putusan 
Mahkamah Konslitusi Nomor 
46/PUU-X1112014 TanggaJ 26 
Mei 2015. 
Jumlah frekuensl 
pengawasan temadap suatu 
menara hanus wajar 
disesuaikan dengan standar 
teknis pengawasanlperaluran 
penundang-undangan yang 
berlaku 

( (
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2. Ketentuan Pasal8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut 

Pasal8 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikasi lersebut rnempertlalikan 
biaya penyediaan jasa yang bersangkulan, kemampuan 
masyarakat, aspek keadilan dan etektifrtas pengendalian alas 
pelayanan yang dimaksud. 

3. Ketentuan Pasal9 diubah, sehingga berbunyi sebagal berikut: 
Pasal9 

(1) Tarit Relribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 
(RPMT) dih~ung berdasarkan TIngkat Penggunaan Jasa 
(TP) dikall dengan Tarit Retribusi (TR). 

(2) Besaran Relribusi Pengendallan Menara Telekomunikasi 
dapat mempertl~ngkan: 

a. zonasi; 
b. ketinggian menara; 
c. jenis menara; dan 
d. jarak tempuh. 

(3) Perhitungan Relribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Supali. 

2, Ketentuan Pasal 8 ditambah ayal baN, sehingga berbunyi 
sebagalberikut: 

Pasal8 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan larit retribusi 
diletapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa 
pengawasan dan pengendalian menara lelekomunikasi. 

(2) Siaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi biaya operasional yang berka~n langsung dengan 
kegiatan pengawasan dan pengendalian rnenara 
lelekomunlkasl. 

3. Ketentuan Pasal 9diubah, sehingga berbunyi sebagai berikllt: 
Pasal9 

(1) Besamya Tarit Relribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi dihilung dengan tonnula sebagai berikut: 

RPMT=TPXTR 
Kelerangan : 
RPMT : Relribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 
TP : Tingkal Pengguna Jasa 
TR : Tarit Relribusi 

(2) Besaran Relribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 
dapal memperh~ngkan: 

a. zonasi; 
b. kelinggian menara; 
c. jenis menara; dan 
d. jarak lempuh. 

(3) Pertlitungan Tarit Relribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur lebih lanjul dengan Peraturan Supali. 

(4) Tam relribusi setlagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau 
kembali paling lama 3 (lIga) lahun sekali. 

(5) Penetapan larit relribusi sebagaimana dimaksud pada ayal 
(4) dilelapkan dengan Peraturan Supati. 

5esuai hasil pulusan Mahkamah 
Konslilusi Nomor 46tPUU-X11/2014 
Tanggal 26 Mei 2015 

Perhitungan larit retribusi dilelapkan 
dalam Peraturan Daerah sesuai 
dengan Undang-Undang Nomcr 28 
Tahun 2009. 
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3. 

4. 

Nomor Register 

Penjelasan 

-

-

NOMOR REGISTER PERATURAN 
PRINGSEWU PROVINSllAMPUNG: 

-

DAERAH KABUPATEN 
IPRS/2016 

Pada aIlkir Iembar penetapan dan 
pengundangan Raperda tambahkan 
nase nomor register r~rda sesuai 
ketenluan UU Nomor 23 Tahun 2014 
dan Permendagri Nomor 80 Tahun 
2015. 

Agar raperda dilleri penjelasan sesuai 
kelentuan angka 174 lampiran \I 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundana-undanaan. 
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II. RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS 

No 
1 

Materi Raperda 
2 

Judul 

Rumusan Raperda 
3 

KOP 
l<AiUPHIiN PRINGSEWU 

PROVINSILAMPUNG 

Rumusan Penyempumaan 
4 

KOP 
BUPATI PRINGSEWU 
PROVINSILAMPUNG 

Keterangan 
5 

Frasa Kabupaten para Judul 
diganti Bupati sesuai dengan 
Penmendagri 80 Tahun 2015. 

2 Konsideran Menimbang a: 

8, 

g: 

B8R'P'S ~818FA F8AiltQ 128FA8AAtah QaSR;jR m9~8gRkiiJI flQlayaA8A 
wRtwk twjUilA k8~8AtiAaaA eaR k8AtaRfaiitaA UfRym 6Qr:la ~apat 

siJlikRlllli QlsllSI'iRI pAbllSi OW illSllRj 
saR..,a flalam ,aRglts mQRiAdalilsFljut ltetintbl8A f2aoil11Q RWRlf j 
Ia'RdaAi UREteRS tleAo18f Zla TaRYA ~~g tiRtaRS Pajak Q89fat;J dilA 
R&tA~ltf6i Qasrahi 
sal:lwil 8&rGS08t:kSA p8FtimbaAgan &98agai~aAa dimaiEGud salam 
RWM 8, fleRu JlI9A8taplEQR P9AMuIilA Qaarah &e_g RQtA8ysi 
f2sRY8&iaaR dan'ataw 128Aygdstan KakWGi 

bcllwa untuk melaksankan ketentuan Pasal 156 (1) Undang·Undang 
Nomer 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RelJibusl Daerah 
perfu menetapakan Peraturan Dearah tentang Retribusi Penyedian 
dill/atau Penyedotan Kakus; 

Konsideran Menimbang 
disempumakan sesuai dengan 
ketentuan Lampiran II huruf 
8.3.27 Undang·Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan 
Perundang·Undangan 

3 I Diktum Mengingat 

L-J"----­ ( 

2. Undang·Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang·Undang Nomor 4i Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
69, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4851); 

8. Undang·Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomer~, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor~); 

OJ UAdaRg Un8aAR N8AUiF 1~ TaRwA i:1Q11 tSAtaRg 1'e",89RlYkaA 
PeIlllYI'iR P8RJRSllRI WRSllRlllR (bsRlblll'iR ~18!111ra Rspwblik 
IR9SRssill Tll~WR :lQ11 "sRlsr i:l. TllRlbllRllR ~SRlblll'iR N81ll1'i 
j;lspwblik IRSSRssill ~IQRlor li:la4)i 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Kitab Undang·Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomer 36, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor ii Tahun :lQ4Q (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun :lQ4Q Nemor QQ, Tambahan 
Lernbaran Negara Republlk Indonesia Nemor i44i); 

I 

( 

11. Peraturan Pemerlntah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 5772); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomer 471, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-tJndang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 
69, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor4851); 

8. Undang·Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang Per1indungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5058); 

• 

. 

. 

Diktum Mengingat angka 2,5,8 
dan angka 11 disempumakan. 
Angka 9 dihapus, karena 
pembentukan peraaran 
perundang-undangan sebagai 
pedoman 
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4 Ketentuan Umum Pasal1 Pasal 1 Pasal 1 angka 17 dan angka 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 22 disempumakan, sesuai 
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut 17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut ketentuan Pasa! 1 Undang­

peraturan perudang-undangan retribusi diwajibkan untuk peraturan perudang-undangan retribusi diwajibkan untuk Undang Nomor 28 Tahun 
melakukan pembayaran retribusi, tenmasuk pemungutBFI melakukan pembayaran retribusi, tenmasuk pemungut atau 2009. 
atau pemotongM retribusi tertentu, pemotong retribusi tertentu. 

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk meneari, 22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 
mengumpulkan dan/atau keterangan lainnya untuk menguji mengumpulkan dan/atau keterangan lainnya untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajibCll retribusi dan untuk tujuan kepatuhan pemenuhan kewajiban netribusi dan untuk tujuan 
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undCllgan. penundang-undangan oerpajakan daerah dan retribusi 

daerah. 

5 Nama, Objek dan BAB II BAB II Judul BAB II dan Pasal 2 
Subjek Retri busi NAMA, Qil¥EK DAN Sl:IQ¥EK RETRIBUSI NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI disempurnakan sesuai 

Pasal2 Pasal2 ketentuan Pasal 156 
Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Undang-Undang Nomor 28 
dipungut ~BIll~ElYBRIR Retribusi alas PeR."eilieElR dan/atau dipungut retribusi atas Pelayanan Penyediaan dan/atau Tahun 2009. 
Penyedotan Kakus oleh Pemerintah Daerah. Penyedotan Kakus oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal3 Pasal3 Pasal 3 disempumakan 
(1) ~ Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sesuai ketentuan Pasal 120 

adalah pelayanan dan/atau penyedotan kakus yang adalah pelaYCllan oenyediaan dan/atau penyedotan kakus Undang-Undang Nomor 28 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah. yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Tahun 2009. 

(2) Dikecualikan dari eIi;lel! retribusi sebagaimana dimaksud (2) Dikeeualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah pelayanan dan/atau penyedotan kakus pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau 
yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, penyedolan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola 
BUMD dan pihak swasta. oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. 

Pasal4 Pasal4 Pasal 4 disem purnakan, 
(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang sesuai ketentuan Pasal 125 

yang menggunakan/IRelllElRfaEltllElR jeBEl Penyediaan menggunakan/menikmali fasilitas pelayanan penyediaan Undang-Undang Nomor 28 
dan/atau Penyedotan Kakus oletl Pemerintah Daerah. dCll/atau penyedolan kakus oleh Pemerintah Daerah. Tahun 2009. 

fa) eijl!jBl1 ~BlFi~k18i Be~ElBEliIRElRe iliFllSllBijil ~Elils syal (1) 
_I~ __ ,,,,_::1.. n_.l.•.:I.. • 

(
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6 cera Mengukur Tlngkat 
Pengguna Jasa (1J 

(2) 

Pasal6 
JiI&il j;i81r:ibw&i P&A¥8IliililA llilA'atilW P9A¥81l&lilA 1'lilllwG Iliwkwr 
~9N8&a,*aA "SIWffl8 P8AY889tSA. 
Tingkat penggumaan jasa Penyediaan danlatau Penyedotan 
Kakus diklasifikasikan dalam lungsl bangunan terdiri dari: 
a, kategori niaga terdlri dari: 

1, industri; 
2, hotellrestoran; 
3, perkantoran; 
4, perlokoan; 
5, paw; dan 
6, terminal. 

b. kategori non niaga terdiri dari: 
1, rumah tinggal; 
2, asrama; dan 
3, rumah saki!, 

c. kategori soslsl terdlri dari: 
1, rumah ibadah; 
2, gedung sekolah; dan 
3. pantl asuhan, 

(1) 

(2) 

Pasal6 
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenls pelayanan, volume 
tlnja dan jarak antara lokasl pelayanan dengan lokasi pengolahan tinja. 
Tlngkat penggunaan jasa sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) 
dlklasifikaslkan dengan kategori lungsi bangunan yaltu: 
a. bangunan untuk lungsi niaga terdiri dar!: 

1. Industr1; 
2. hotellrestoran; 
3. perkantoran; 
4. pertokoan; 
5. pasar, dan 
6. terminal. 

b. bangunan untuk fungsl non niaga terdiri dan: 
1. rumah tlnggal; 
2. asrama; dan 
3. rumah saki!. 

C. bangunan untuk fungsl sosial terdiri dari: 
1. rumah ibadah; 
2. gedung sekolah; dan 
3, panti asuhan. 

Pasal 6 disempurnakan 
sesuai ketentuan Pasal 
151 Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009.. 

7 Prinslp Yang Dianut 
Dalam Penetapan 
Struktur Dan Besamya 
Tarit Retribusi 

(1) 

(2) 

BABV 
PRINSIP ~MI iA.·RA~1 DAlAM PENETAPAN 

STRUKTUR DAN BESARNYATARIF 
Pasal7 

Prinslp dan sasaran dalam penetapan Glrwklwr llilA bil&ilFA¥illilFlf 
f'GtR~U6i ~iR.u)k&y8kaR YAkAl' ~9AYWJ1 8iaya p9R)f918AggSFa8A 
Q8AgilA FA91l1PilrliFAbilAgkilA kemampuan masyarakat dan aspek 
keadilan, 
Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimatsud pada ayat (1) 
adalah biillJil illlFAiAiGlIiIlll, p9FAbWilRgilA; l1'OlRiiP8Jlillll; 
~8AHaga9Rlp9ri"'9taA; p8Ag8la~aA gaR tiiaya p8JR9iAaaA: 

(1} 

(2) 

(3) 

BABV 
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 
Pasal? 

Prinsip dan sasaran da'am penetapan tarit retribusi ditetapkan dengan 
memperhatikan blaya penyedlaan jasa yang bersangkutan, 
kemampuan masyarakal, aspek keadilan dan elektivltas pengendalian 
atas pelayanan tersebut. 
Biaya sebagalmana dimaksud pada ayat (1) meliputi blaya operasi dan 
pemeliharaan, biaya bunga dan blaya modal. 
Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya 
penyediaan jasa, penetapan tarif hanya unutk menutup sebagian 
biaya. 

- Judul Bab V 
dlsempumakan sesuai 
ketentuan Pasal 156 
ayat (3) hUM d Undang­
Undang Nomor 28 
Tahun 2009 

- Pasal 7 disempumakan 
sesuai kelentuan Pasal 
152 Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009. 

8 Struktur dan Besamya 
Tarit Retribusi (1) 

Pasal8 
Struktur besamya tarit retribusl Penyediaan danlatau Penyedotan 
Kakus adalah sebagai berikut: 
a kategori nlaga dikenakan biayaRp, ?5,000,-/m3; 

b. kategori non niaga dikenakan blayaRp, 60,000,-1 m3; 

c. kategori soslal dikenakan biayaRp. SO.000,-/m3• 

(1) 
Pasal8 

Struktur besamya tartf retribusi Penyedlaan danlatau Penyedotan 
Kakus adalah sebagal berikut 
a. kategor1 niaga dlkenakan blayaRp. 75.000,-im'; 
b. kategori non niaga dlkenakan biayaRp. 60,000,-1 m3; 
c. kategori sosial dlkenakan blayaRp. SO.OOO,-hn3 . 

Pasal 6 disempumakan. !lila' 
besaran retrillusi penyedolan 
kakus diatur definitif dalam 
Pasal 8 Raperda sesuai 
ketenluan Pasal156 Undang­
Undang Nomer 28 Tahun 
2009 

( 
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(2) Untuk area yang jauh tempatnya lebih dart 10 (2) Untuk area yang jauh tempalnya lebih dan 10 
KmdanlnstalasiPengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) dikenakan KmdanlnslalasiPengelolaan lumpur Tinja (IPLT) dikenakan 
tambahan biaya sebagai berikut tambahan biaya sebagai berikut: 
a. radius 10- 25 KmRp. 50.000,­ a. radius 10 ­ 25 KmRp. 50.000,­
b. radius 25 ­ 50 Km Rp. 75.000,­ b. radius 25 ­ 50 Km Rp. 75.000,­
c. radius> 50 KmRp. 100.000,­ e. radius> 50 Km Rp. 100.000,­

(3) Apabila pelaksanaan penyedotan kakus memerlukan (3) Apabila pelaksanaan penyedotan kakus memerlukan 
penyambungan selang lebih dan 20 meter, maka penyambungan selang lebih dan 20 meIer, maka pemakaian 
pemakaian harus menambah biaya sebagai berikut: harus menambah biaya sebagai berikut: 
a. sambungan < 5meter 10% dan jumlah seloran; a. sambungan < 5meter Rp /meter; 
b. sambungan > 5 meter sid 10 meter 15% dan jumlah b. sambungan >5meter sid 10 meter Rp /meler; 

setoran; e. sambungan >10 meter sid 15 meter Rp Jmeter; dan 
c. sambungan > 10 meter sid 15 meIer 20% dan jumlah d. sambungan> 15 meter Rp /meler. 

setoran; dan 
d. sambungan> 15 meIer 25% dan jumlah setoran. 

QAQ \<1 Judul BAB VI 
C'TOIII/TIIO 1"'\""'-1 CCC'Arn.IVA dihilangkan, kerena 

1=ARIj; R~+RIQ61"1 sudah digabung dengan 
BABV 

P'B8911Q Pasal 10 dihilangkan 
~8F1lWB RS8i1IlYRllytsR relFi~Y8i 1l8Ryll8is9R IISI~W8 8i88t8F1~SR 118 karena sudah digabung 
I<AA QQQr.AR di Pasal12 

9 Penenluan BAB VIII BAB VIII Judul BAB VIII Pasal12 
Pembayaran, Tempat +AlA QAdi"". PI!MbJ~fQY+'Ac~1 PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, disempumakan sesuai 
Pembayaran, Pasal12 ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 156 ayat (3) huruf 
Angsuran, dan (1) Pemungutan Retribusi tidak depat diborongkan. Pasal 12 9 dan Pasal 160 
Penundaan (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau (1) Pemungulan Retribusi Iidak dapal diborongkan. Undang-Undang Nomer 
Pembayaran dokumen lain yang dipersamakan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen 28 Tahun 2009. 

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud lain yang dipersamakan. 
pada aya! (2) dapal berupa kareis, kupon, dan kartu (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada 
langganan. ayat (2) dapal berupa kareis, kupon, dan kartu langganan. 

(4) Tata cara 1l8111l189RsaR 1l8JilYRllytaR R8tFi~1l8i 8itllt91lk9R (4) Hasil pemungutan retrtbusi sebagimana dimaksud pada ayal (1) 

I dengan Peraturan Bupati. , diselor seeara brulo ke kas daerah. , 
(
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10 

11 

Penaglhan 

Sanksi Administrasl 

~ 

U •.a.C':RA PIii.1So¥a.R.a.~ 

QA~I P'PIOt.III"1 
Pasal13 

(1) P8F1111a¥llIliR IiWllW8i harus dilakukan secara tunaillunas. 
(2) Pembayaran Retnbusi ~ilallYkaR ~i I<a& Qa8rah alaw t8FRpallalR 

)'9A8 ditwRjyk Gs&uai :eralitu ¥lIRS dilakukan dengan 
FR8RSSYAakilR SKRD 888ara jallalaA. 

f~) Qal. ~al pSFAba.,.srM gilakwl(8A dit8~~9t laiR yaAi ~itwAjYkj 

",alta A8QiI p9A8AfAaaA Qiil8FiR gaR RatR8b1ol tQA;&~yt hifWS 
~1&aI8r ka Kaa Qaarah 88IaFRllallamllalR\'i1 lit ~1 jilFR 

Pasal 15 
(1) Penagihan retnbusi dilaKukandengan menggunakan STRD. 
(2) Pengeluaran Sural TeguranJPenngalan/Surat lain yang sejenis 

sebagal awal tiRoalt9R pelaksanaan penagihan retnbusl 
dikeluarkan 8888ra setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo 
pembayaran. 

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) han setelah langgal Sural 
TeguranlPenngatan/Sural lain yang sejenls, diterima oleh subyek 
retribusi, subyek retnbusl wajlb melunasi retnbusl yang terhutang. 

(4) Surat TeguranlSurat PenngatanlSurat lain yang sejenls 
sebagaimana dimaksud palla 81al (1) dikeluarkan oleh Pejabal 
yang dltunjuk. 

Pasal 17 
Dalam hal Wajib Rellibusi lidak membayar tepat waklunya atau kurang 
membayar, dikenakan sanksi administrasl berupa bunga sebesar 2"ib 
(dua parsen) setiap bulan dan Relnbusi yang terf:lutang (jifI dibayar 
dengan menggunakan STRD. 

Pasal 13 
(1 ) Retrtbusi yang terutang harus dilakukan secara tunalAunas. 
(2) Pembayaran Retnbusi yang terutang sebagaimana dimaKsud pada 

ayat (1) dilakukan selambat-Iambalnya .... han selaK diterbitllannya atau 
dokuman lain yang dlpersamakan dengan SKRD. 

(3) Tata cara pembayaran, angsuran dan pembayaran retnbusi dialur 
dengan Peraturan Bupatl. 

BAB VIII 
PENAGIHAN 

Pasal15 
(1) Penagihan yang tidak terutang atau yang kurang bayar dilakukan 

dengan menggunakan STRD. 
(2) Penaoihan relribusi yang terutang sebaqaimana dimaksud pada ayat 

(1) didahului dengan sural teauran. 
(3) Pengeluaran Sural TequraniPeringatan/Surat lain yang sejenis sebagai 

tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dlkeluarkan setelah 7 
(tujuh) han sejak jatuh tempo pembayaran, 

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) han setelah langgal Sural 
TeguranlPenngalan/Surat lain yang sejenls, d~rima oleh sUb)'ek 
relnbusi, subyek relnbusi wajlb melunasi retribusi yang terhutang. 

(5) Sural TeguranlSural PertngatanlSurallain yang sejenis sebagaimana 
dlmaksud pada ayat (1) dlkeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. 

(6) Tala cara Penaglhan dan Penerbitan Sural Teguran/Surat 
Penngatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupatl. 

Pasal17 
Dalam hal Wajib Rellibusi tidak rnembayar tepal wal<tunya atau kurang 
membayar, dikenakan sanksi admlnistrasi berupa bunga sebesar 2% (dua 
parsen) setiap bulan dan Retribusi yang lerutang yang lidak alau kurang 

Judul Bab IX dlhilangkan 
dan Pasal 13 
disempumakan. 

PasaJ 15 diberl judul Bab 
sesuai Pasal 156 ayal (3) 
huruf I dan Pasal 160 
Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009. 

Ketenluan Pasal 17 
disempurnakan sesuai 
ketentuan Pasal 160 81m 
(3) Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2009.dlbayar dan ditaaih dengan menggun~an STRD. 

( (
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12 Keberatan 

(1 ) 

(2) 

(3) 

BAB XII 
KEBERATAN 

Pasal 18 
Wajib ~ dapal mengajukan keberalan hanya kepada 
Bupali alaupej~al yang dilunjuk alas SKRD alau dokumen 
lain yang dipersamakan. 
Keberalan diajukan secara lerttJis dalam bahasa Indonesia 
dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 
Keberalan harus diajukan dalam jangka waklu paling lama 
3 (liga) bulan sejak langgal SKRD alau dokumen lain yang 
dipersamakan, dilerbilkan, kecliali apabila Wajib Retribusi 
dapal menunjukan bahwa jangka waklu ilu tidak dapal 
dipenuhi karena keadaan diluari(ekuasaannya. 

(1) 

(2) 

(3) 

BAS XII 
KEBERATAN 

Pasal 18 
Wajib Relribusi dapal rnengajukan keberalan hanya kepada 
Bupati alaupejabal yang dilunjuk alas SKRD alau dokumen lain 
yang dipersamakan. 
Keberalan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 
dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 
Keberatan harus diajukan dalam jangka waklu paling lama 3 
(Iiga) bulan sejak langgal SKRD alau dokumen lain yang 
dipersamakan, dilerbilkan, kecuali apabila Wajib Relribusi dapal 
rnenunjukan bahwa jangka waktu ilu lidak dapal dipenuhi karena 
keadaan diluar kekuasaannya. 

Pasal 18 
disempumakan, 

(4) KeoElFalaR 'l8R!J lillall lIiJl8R~~i p8reyaF8MlRRya (4) Keadaan dl luar kekuasaannya sebaaaimana dimaksud Dada 

(5) 

8ElBa!JaimsRa !lilllsI18~1I palla aysl (:l) lISR ay&l(3) lillsl\ 
lIiSR!J!JSP 899a!JsI S~f81 IlsIlElF&laR, 88~iA!l!Js lillal' 
IIiP9F1i IIIBaA!JIISAI 

Pengajuan keberalan tidak menunda kewajiban membayar 
relribusi dan pelaksanaan penagihan relribusi. 

(5) 

ayal (31 adalah sualu keadaan yang leriadi diluar kehendak alau 
kekuasaan waiib relribusi. 
Pengajuan keberalan tidak menunda kewajiban membayar 
relribusi dan pelaksanaan penagihan relribusi. 

13 Kelenluan Pidana 

(1 ) 

(2) 

(3) 

BAB XVI 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal24 
Wajib relribusi yang lidak melaksanakan kewajibannya 
sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana 
kurungan paling lama i (SAaRI) bulan atau denda paling 
banyak 4(9l1lJlllij kali jumlah retribusi lerulang. 
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayal (1) 
adalah pelanggaran. 
Denda sebagaimana dimaksud pada ayal (1) merupakan 
penerimaan negara, 

(1) 

(2) 

(3) 

8ABXVI 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal24 
Wajib relribusi yang lidak melaksanakan kewajibannya sehingga 
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling 
lama 3 (ligal bulan alau denda paling banyak 3 (ligal kali jumlah 
relribusi lerulang yamg lidak atau kurang bayar. 
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelanggaran, 
Denda sebagaimana dimaksud pada ayal (1) merupakan 
penerimaan negara, 

Pasal 24 disempumakan 
sesuai ketentuan Pasal 
176 dan Pasal 178 
Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2009. 

( (
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14 Penyidikan Pasal 25 Pasal 25 KelentUal Pasal 25 
(1) Pejabal Pegawai Negeri Sipil lertenlu dilingkungan Pemerintah (1) Selain oenyldl Keoollsian Reoublik Indonesia Pejabat Pegawai Negeri disempumakan, dalam 

Daerah diberi weweBang khusus sebagai penyidik unluk melakukan Sipil lertentu dilingkungan Pemerinlah Daerah diberi wewenang khusus merumuskan ketentuan 
penyelidikan lidak p1dana di bidang relribusi daerah sebagaimana sebagai Penyidik unluk melakukan penyidikan lindak pidana di bidang yang menunjuk pejabat 
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Adana yang Retribusl Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Acara Iertentu sebagai 
berlaku. Pidana. penyidik pegawai 

(2) Wewenang penyidik sebagalmana dlmaksud pada ayal (1) adalah: (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah Pejabal Pegawai negeri sipil diusahakan 
a. menerlma, mencari, mengumpulkan dan meneliti kelerangan Negeri Sipillertenlu dilingkungal Pemerinlah Daerah yang diangkal oleh agar tidak mengurangi 

atau laporan belkenaan dengan t1ndak pidana dibidang relrlbusi pejabal yang berwenang sesuai kelenluan peraturan perundang­ kewenangan penyidik 
agar kelerangan atau laporan tersebul menjadi ld1ih lengkap undangan. umum untuk 
dan jelas; (3) Wewenang penyidik bagaimana dimaksud pada ayal (1) adaJah: melakukan penyidikan. 

b. menelitl, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai a. menerima. meneari, mengumpulkan dan menelill kelerangan alau 
orang pribadi alau badan tentang kebenaran perlbuatan yang laporan ber1<enaan dengan lindak pidana dibldang relribusi agar 
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang relribusi kelerangan atau laporan tersebul menjadi Iebih Iengkap dan jelas; 
daerah; b. meneliti, meneari dan mengumpulkan kelerangan rnengenai orang 

c. meminla keterangan dan bahan bukti dari orang prlbadi atau pribadi atau badan lenlang kebenaran perlbualan yang dilakukan 
badan sehubungan dengan lldak pidana dibidang relribusi; sehubungan dengan lindak pidana dibidang retribusi daerah lersebut; 

d. memeriksa bUku-buku, catatan-calalan dan dokumen-dokumen c. meminta kelerangan dan bahan bukll dari orang atau badan 
lain ber1<enaan dengan tindak pidala dibidang retribusi; sehubungan dengan tindak pidana dibidang relribusi daerah; 

e. melaksanakan penggeledahan untuk mendapalkan bahan bukti d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain ber1<enaan dengan tindak 
pembukuan, pef1catatan dan dokumen-{!okumen lain, serta pidana dibidang retrlbusi daerah; 
melakukan penyitaan tertladap bahan bukli tersebut; e. melakukan penggeledahan unluk mendapalkan bahan bukti dari 

f. meminla bantuan tenaga ahli dalarn rangka pelaksanaan tugas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta rnelakukan 
penyelidikan t1dak pidana dibidang retrlbusi daerah; penyilaan lertlallap barang bukti tersebut 

g. menyuruh bertlenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan f. rneminta banluan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
ruangan atau lempat pada saal pemeriksaan sedang penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 
beriangsung dan memeriksa identilas orang dan/alau dokumen g. menyuruh bementi dan/alau melarang seorang meninggalkan ruangan 
yang dibawa 88IJiigiiillliiAii dilllilll8UQ PiiQii RUMS; atau tempa! pada saat pemeriksaan sedang beriangsung dan 

h. memotret seseorang yang ber1<aitan dengan tindak pidana memeriksa identnas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa; 
retribusi daerah; h. memotrel seseorang yang berkaitan dengan llndak pidana dlbidang 

I. memanggil orang untuk dldengar keterangan dan diperiksa relribusi daerah; 
sebagai lersangka dan sanksi; i. memanggil seseorang untuk didengar kelerangannya dan diperiksa 

j. menghenlikan penyidikan; dan sebagai lersangka dan saksi; 
Ii. melakukan tlndakan lain yang periu unluk kelanearan j. menghenlikan penyidikan; danlatau 

penyidikan bidang retribusi daerah menurut Rukulll daR k. melakukan lindakan lain yang periu untuk kelancaran penyidikan 
psltaA!l!lUA8:iii\'liilJiiA, tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan 

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud palla ayat (1) memberitahukan perundang-undangan. 
dimulainya penyldikan dan menyampaikan hasll penyidikannya (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulalnya 
kepada Penuntut Umum mulai melakukan Penyidikan Pejabat Polisi penyidikan dan penyampaikan hasil penyldikan kepada Penuntut Umum 
Nagara Republlk Indonesia sesual dengan ketentuan yang dlatur rnelaiuJ Pejabat Poilsi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan kelentuan 
daJi3l\1 Undang·Undang Hukum Acara Pldr"' yang berlaku. an diatur dalam Un - ,,-Undang Hukum Acara Pidana. 



11 

1 2 3 4 5 

15 Nemer Register NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 
PROVINSILAMPUNG : 

Pada akhir kelem 
penetapan dan 
pengundangan tambahkan 
frase Nemer register. 

16 Penjelasan - - Agar Raperda diberi 
penjelasan sesual 
ketentuan angka 174 
Lampiran II Undang­
undang Nemer 12 Tahun 
2011 tentang 
Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 

~ 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

M.
 ,~o 

( 


